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Kepala Dinas, 

 

 

 

 

 

MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si 

Pembina Utama Muda (IV/c) 

NIP. 19820616 200012 1 002 
 

KATA PENGANTAR 

 
Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan 

hidayah-Nya, dapat disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Perhubungan Kota 

Banjarbaru Penyusunan SOP ini dilandasi suatu pemikiran bahwa tantangan yang dihadapi 

Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi dan peningkatan 

pelayanan publik masih cukup berat. Dalam rangka itulah Pemerintah Kota Banjarbaru telah 

menuangkan kebijakan yang tercantum dalam RPJMD Kota Banjarbaru 2021 – 2026 yang salah 

satu poinnya adalah amanat untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) guna 

peningkatan pelayanan publik. 

Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sebagai salah satu unit kerja di Pemerintah Kota 

Banjarbaru juga telah menyusun SOP. Diharapkan SOP yang telah disusun ini menjadi 

pedoman atau acuan kerja bagi pejabat dan pelaksana pada Dinas Perhubungan Kota 

Banjarbaru sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar, efektif, dan efisien, serta dapat 

dipertanggungjawabkan dan terhindar dari kesalahan dalampelaksanaannya. 

Semoga SOP ini bermanfaat dalam rangka sumbangsih Dinas Perhubungan dalam per- 

cepatan Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik guna mewujudkan akuntabilitas 

kinerja di lingkungan Pemerintah KotaBanjarbaru. 

 

                                                        Banjarbaru,            November 2024 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan 

tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah 

berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata 

kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP 

adalah menciptakan komitment mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja 

instansi pemerintahan untuk mewujudkan Good Governance. 

Standar operasional prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, 

karena SOP selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan 

dengan ketepatan program dan waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja organisasi 

publik di mata masyarakat berupa responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. Hasil kajian menunjukkan tidak semua satuan unit kerja instansi 

pemerintah memiliki SOP, karena itu seharusnyalah setiap satuan unit kerja pelayanan 

publik instansi pemerintah memiliki standar operasional prosedur sebagai acuan dalam 

bertindak, agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dievaluasi dan terukur. 

A. Maksud danTujuan 

Maksud 

Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan sebagai tahapan yang dibakukan 

dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja. 

Tujuan 

1. Terwujudnya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan 

Dinas Perhubungan KotaBanjarbaru. 

2. Terwujudnya persamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas danfungsi 

pengawasan. 

3. Terwujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggungjawab dari pelaksanaaan tugas. 

 

B. Manfaat 

Manfaat SOP dalam lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi Dishub Kota Banjarbaru 

meliputi antara lain: 

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pejabat dan pelaksana dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya. 

2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang 

dalam menyelesaikan tugas. 
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3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

individual pejabat dan pelaksana dan organisasi secara keseluruhan. 

4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas. 

5. Menciptakan ukuran standar kinerja pejabat dan pelaksana dalam memperbaiki 

kinerja serta membantu mengevaluasi kinerja yang telahdilakukan. 

6. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berlangsung dalam berbagai 

situasi, secara efektif, efisien, danakuntabel. 

7. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh 

pejabat dan pelaksana dalam melaksanakantugasnya. 

8. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pejabat danpelaksana. 

9. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pejabat dan 

pelaksana dalam melaksanakantugasnya. 

10. Sebagai instrumen yang dapat melindungi pejabat dan pelaksana dari kemungkinan 

tuntutan hukum karena tuduhan melakukanpenyimpangan. 

11. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas danfungsi. 
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BAB II 

PENJELASAN DAN PRINSIP PELAKSANAAN SOP 
 

A. Isi Form SOP 

Dokumen SOP merupakan dokumen yang berisi prosedur-prosedur yang 

distandarkan, yang secara keseluruhan prosedur-prosedur tersebut membentuk satu 

kesatuan proses. Adapun informasi yang dimuat dalam dokumen SOP antara lain 

sebagai berikut: 

1. Nama SOP, nama prosedur yang di-SOP-kan; 

2. Satuan Kerja/unitkerja; 

3. Nomor dokumen, nomor prosedur yang di-SOP-kan; 

4. Tanggal pembuatan, tanggal pertama kali SOP inidibuat; 

5. Tanggal revisi, tanggal SOP direvisi; 

6. Tanggal efektif, tanggal mulai diberlakukan; 

7. Pengesahan oleh pejabat yangberkompeten; 

8. Dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang mendasariprosedur; 

9. Keterkaitan, memberikan penjelasan keterkaitan prosedur yang distandarkan 

dengan prosedur lain yang distandarkan; 

10. Peringatan, memberikan penjelasan mengenai kemungkinan kemungkinan yang 

terjadi ketika prosedur dilaksanakan (atau tidak dilaksanakan). Peringatan 

memberikan indikasi berbagai permasalahan yang mungkin muncul dan berada 

diluar kendali pelaksana ketika prosedur dilaksanakan, dan berbagai dampak yang 

ditimbulkan. Dalam hal ini dijelaskan pula bagaimana cara mengatasinya 

11. Kualifikasi Personel, memberikan penjelasan mengenai kualifikasi pegawai yang 

dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan. 

12. Peralatan dan Perlengkapan, memberikan penjelasan mengenai daftar peralatan 

dan perlengkapan yangdibutuhkan. 

13. Uraian SOP, dijelaskan langkah-langkah kegiatan secara terinci dan sistematis dari 

prosedur yang distandarkan. Agar SOP ini terkait dengan kinerja, maka setiap 

aktivitas hendaknya mengindikasikan mutu baku tertentu, seperti: waktu yang 

diperlukan untuk menyelesaikan, persyaratan/kelengkapan yang diperlukan 

(standar in- put), dan output-nya. Mutu baku ini akan menjadi alat kendali mutu 

sehingga produk akhirnya (end product) dari sebuah proses benar-benar memenuhi 

kualitas yang diharapkan, sebagaimana ditetapkan dalam standarpelayanan. 

14. Pencatatan, memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh setiap pegawai 

yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan. Dalam 

kaitanini,perludibuatformulir-formulir tertentu yang akan diisi oleh setiap pegawai 
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yang terlibat dalam proses, (Misalnya formulir yang menunjukkan perjalanan 

sebuah proses pengolahan dokumen pelayanan perijinan. Atas formulir dasar ini, 

akan diketahui apakah prosedur sudah sesuai dengan mutu baku yang ditetapkan 

dalam SOP). Setiap pegawai yang ikut berperan dalam proses, diwajibkan untuk 

mencatat dan mendata apa yang sudah dilakukannya, dan memberikan 

pengesahan bahwa langkah yang ditanganinya dapat dilanjutkan pada langkah 

selanjutnya. Pendataan dan pencatatan akan menjadi dokumen yang memberikan 

informasi penting mengenai "apakah prosedur telah dijalankan dengan benar". 

 
B. Prinsip Pelaksanaan SOP 

Pelaksanaan SOP harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. Konsisten. SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh 

siapapun, dan dalam kondisi apapun oleh seluruh jajaran organisasipemerintahan. 

b. Komitmen. SOP harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran 

organisasi, dari level yang paling rendah dantertinggi. 

c. Perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan SOP harus terbuka terhadappenyempurnaan- 

penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien danefektif. 

d. Mengikat SOP harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan prosedur standar yang telahditetapkan. 

e. Seluruh unsur memiliki peran penting. Seluruh pegawai peran-peran tertentudalam 

setiap prosedur yang distandarkan. Jika pegawai tertentu tidak melaksanakan 

perannya dengan baik, maka akan mengganggu keseluruhan proses, yang akhirnya 

juga berdampak pada proses penyelenggaraan pemerintahan. 

f. Terdokumentasi dengan baik. Seluruh prosedur yang telah distandarkan harus 

didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu dijadikan referensi bagi setiap 

mereka yang memerlukan. 
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BAB III 
LAMPIRAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 

SEKRETARIAT  

 

UMUM DAN KEPEGAWAIAN 
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Nomor SOP 0008.3.3/ 010 /dishub/2024 

Tanggal Pembuatan 11 Oktober 2019 

Tanggal Revisi    18 November 2024 

Tanggal Efektif 1 November 2024 

Disahkan oleh Kepala Dinas Perhubungan 
 
 

MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si 
Pembina Utama Muda (IV/c) 

NIP. 19820616 200012 1 002 

 

Nama SOP Surat Masuk/Keluar 

 
Dasar Hukum  Kualifikasi Pelaksana 

1. Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2010 tentang Tata Naskah Di Lingkungan Pemerintah Kota 

Banjarbaru; 

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 
Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Ling- 

kungan InstansiPemerintah 

1. Jabatan: Pengadministrasisurat 

Kualifikasi: 

- SLTA/DI/DII/DIII di bidang manajemen perkantoran/administrasi perkantoran/tata 
perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan 

Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan 

 1. Agenda surat; 

2. Lembardisposisi; 

Peringatan Pencatatan & Pendataan 

Peringatan : 

Jika pelaksaaan prosedur pengelolaan surat tidak dijalankan, maka alur dan proses penerbitan surat menjadi 

tidak berjalan. Akibatnya unsur pimpinan dan unit kerja menjadi terhambat pelaksanaan administrasinya. 

Cara Mengatasi : 

1. Pelaksana yang diberi tanggung jawab harus selalu melakukan pemeriksaan ulang terhadap distri- 

busi surat untuk memastikan prosedur penerbitan dan penerimaan surat sudah dilakukan sesuai 

SOP. 

2. Bila ditemukan adanya prosedur alur surat yang tidak sesuai untuk segera dilakukan perbaikan dan 

melaporkan pada pimpinan unit kerja yangberkaitan. 

1. LembarCheckList 

2. Agenda Surat 

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU 
SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 
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AKTIVITAS (Surat Masuk) 

PELAKSANA MUTU BAKU KET. 

 
Pengadmin- 
istrasi Surat 

Kepala 
SubbagUmum 

danKepega- 
waian 

 
Sekretaris 

 
Kepala Dinas 

 
Unit Kerja 

 
Persyaratan 

 
Waktu 

 
Ouput 

 

1. Menerima surat dan melakukan 

pencatatan dan registra- 

si.Melampirkan surat disposisi 

pada lembar surat. 

     - Pastikan tujuan surat 
telah benar; 

- Pastikan surattelah 

teregister 

5 Menit Surat, 
disposisi 

 

2. Meneruskan surat dengan lem- 

bar disposisi kepada kassubag 

untuk dibubuhi paraf sebagai 

bukti bahwa surat telah teregis- 

ter. 

     - Surat yang telah 
dilampirkan lembar 

disposisi 

5 Menit Surat, 
disposisi 

 

3. Meneruskan surat masuk dan 

disposisi kepada Sekretaris Di- 

nas.Sekretaris dinas melakukan 

penelaahan untuk menentukan 

alur surat selanjutnya. Sekreta- 

ris dapat memberikan catatan 

sebagai pertimbangan pada 

lembar disposisi. Dengan per- 

timbangan tertentu surat dapat 

langsung diteruskan kepada unit 

kerja. 

  

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Langsung 

  

 
 
 

 
Butuh penelahaan 

 Pertimbangan yang 
dapatdiambil: 

- Membutuhkan jawa- 

ban segera; 
- Hal yang bersifat 

rutin; 

- Tidak memerlukan 
penelahaanlanjutan; 

- Hal lain yang telah 

didelegasikan Kepala 
Dinas. 

20 Menit Surat, 
disposisi 

 

4. Menerima surat ma- 

suk.Penelaahan dan mem- 

berikan arahan serta disposisi ke 

unit kerja. 

      20 Menit Surat, 
disposisi 

 

5. Unit kerja menerima surat untuk 

tindak lanjut. 

       Surat, 
disposisi 
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AKTIVITAS (Surat Keluar) 

PELAKSANA MUTU BAKU KET. 

Pengonsep 
Surat/Staff 

Unit Kerja 

Kepala 
Seksi Unit 

kerja 

Kepala Bi- 
dang Unit 

Kerja 

 
Sekreta- 

ris 

 
Kepala Di- 

nas 

Pen- 
gadmin- 

istrasi Su- 
rat 

 
Persyaratan 

 
Waktu 

 
Ouput 

 

1. Mengonsep surat sesuai dengan 

maksud dan tujuan yang telah 

ditentukan unit kerja. 

  

 
Tidak sesuai 

    - Pastikan tujuan 
alamat surat; 

- Pastikanmaksud 

surat 

 Draft 
surat 

 

2. Memeriksa surat untuk dipasti- 

kan telah benar secara materi 

isi, tata penulisan dan 

penggunaan bahasa.Mem- 

berikan paraf persetujuan. 

  

 
 
 
 

Sesuai 

    - Memperhatikan 
tata naskah yang 

berlaku 

 Surat  

3. Melakukan penelaahan, memas- 

tikan telah dilakukan pemerik- 

saan teknis surat dan 

penggunaan tata bahasa yang 

tepat. Memberikan masukan (bi- 

la ada) dan memberikan paraf 

persetujuan. 

        Surat  

4. Menerima surat keluar, 

melakukan pemeriksaan dan 

penelahaan. Membubuhkan par- 

af persetujuan. 

       30 Menit Surat  

5. Menelaah surat dan membu- 

buhkan tanda tangan. 

       30 Menit Surat  

   

6. Memberikan nomor surat dan 

meregister pada buku surat 

keluar. 

       10 Menit Surat 
teregis- 

ter 

 

7. Unit kerja menerima surat untuk 

tindak lanjut. 
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Nomor SOP 0008.3.3 / 011 /dishub/2024 

Tanggal Pembuatan 11 Oktober 2019 

Tanggal Revisi    18 November 2024 

Tanggal Efektif  1 November 2024 

Disahkan oleh Kepala Dinas Perhubungan 
 
 

MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si 
Pembina Utama Muda (IV/c) 

NIP. 19820616 200012 1 002 

 

Nama SOP : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 

 

Dasar Hukum  Kualifikasi Pelaksana 

1. Undang – Undang 25 tahun 2009 Tentang PelayananPublik; 

2. Perpres Nomor 76 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan PelayananPublik; 

3. Perda 12 Tahun 2015 Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

4. Perwali 47 Tahun 2018 Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat 

1. Jabatan: Pengelola Pengaduan Publik 

Kualifikasipelaksana: 

- Minimal D III di bidang Teknik Informatika/Teknik Komputer/Administrasi Per- 

kantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugasjabatan. 

Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan 

- 1. Bukuagenda 

2. ATK, komputer danprinter 

Peringatan Pencatatan & Pendataan 

Peringatan : 

1. Masyarakat tidak menulis identitas yangjelas 

2. Isi pengaduan berisikan materi yang tidak pantas, fitnah dan mengandung unsur SARA 

Cara Mengatasi: 

1. Pengaduan tanpa identitas yang jelas tidak bisa dijadikan bukti pengaduan, lakukan konsultasi pada 

unsur pimpinan SKPD untuk meminta petunjuk/disposisi tentang langkahselanjutnya 

1. Formulir AduanPublik 

2. Lembar Check ListProsedur 

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU 

SEKRETARIAT 
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 
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AKTIVITAS 

PELAKSANA MUTU BAKU KET. 

Pengadu 
Pejabat Penerima 

Pengaduan 
Sekretaris Kepala Dinas Persyaratan Waktu Ouput 

 

1. Memberikan laporan pengaduan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

  
 

 
TIDAK SESUAI 

   10 Menit Materi pen- 
gaduan 

 

2. Menerima pengaduan, melakukan registrasi 

pengaduan. dilakukan penelahaan yang 

terdiri dari, identifikasi masalah dan 

pemeriksaan substansi. Meneruskan pen- 

gaduan bila substansi menjadi 

kewenangannya.Bila tidak, pejabat pen- 

gaduan memberikan jawaban kepada pen- 

gadu.Wajib memberikan respon bahwa 

pengaduan akan diteruskan. 

     5 Menit Disposisi, surat 
pengaduan 

 

3. Melakukan penelahaan, klarifikasi, dan 

verifikasi membuat rekomendasi/laporan 

untuk tindak lanjut. 

 
SESUAI 

   1 Hari Disposisi, hasil 
kajian 

 

4. Memeriksa kajian, memberikan disposisi dan 

arahan kepada sekretaris 

     30 Menit Disposisi  

5. Melakukan pembahasan/rapat dengan unit 

terkait, melakukan rencana tindakan. 

     2 Hari Notulen rapat, 
disposisi 

 

6. Membuat laporan sebagai bahan evaluasi 

penyelenggaraan pelayanan publik 

     3 Hari Hasil laporan  
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AKTIVITAS 

PELAKSANA MUTU BAKU KET. 

Pengadu 
Pejabat Penerima 

Pengaduan 
Sekretaris Kepala Dinas Persyaratan Waktu Ouput 

 

7. Memberikan jawaban ke pengaduan 

tentang garis besar tindak lanjut yangtelah 

 

    1 Hari Jawaban pen- 
gaduan 

 

 dilaksanakan terkait dengan pengaduan   

 yang diberikan.   
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Nomor SOP 0008.3.3/ 012 /dishub/2024 

Tanggal Pembuatan 11 Oktober 2019 

Tanggal Revisi    18 November 2024 

Tanggal Efektif   1 November 2024 

Disahkan oleh Kepala Dinas Perhubungan 
 
 

MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si 
Pembina Utama Muda (IV/c) 

NIP. 19820616 200012 1 002 

 

Nama SOP : Pengelolaan Website SKPD Tentang Penambahan 

Menu/Konten/Materi 

 

Dasar Hukum  Kualifikasi Pelaksana 

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan InformasiPublik 

2. Undang – Undang 25 tahun 2009 Tentang PelayananPublik; 

3. Perpres Nomor 76 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan PelayananPublik; 

4. Perda 12 Tahun 2015 Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

5. Perwali 47 Tahun 2018 Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat 

1. Menguasai teknik – teknik dasar penulisan berita; 
2. MenguasaiKomputer 

Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan 

 1. Komputer/Laptop, ATK dan Buku Kerja 

Peringatan Pencatatan & Pendataan 

Kesalahan yang mungkin terjadi: 

- Materi berita mengandung isu SARA danpolitik; 

- Materi berita merupakan re-post tanpa memberikan sumber asliberita; 

- Materi tidak sesuai dengan kaidah yang tercantum dalam UU ITE dan UUKIP 

Solusi: 

- Redaktur melakukan pemeriksaan sesuai prosedur. 

 

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU 
SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 



 

 
 



 

 

 
 

  

Nomor SOP 0008.3.3 / 013 /dishub/2024 

Tanggal Pembuatan 11 Oktober 2019 

Tanggal Revisi    18 November 2024 

Tanggal Efektif   1 November 2024 

Disahkan oleh Kepala Dinas Perhubungan 
 

 

MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si 

Pembina Utama Muda (IV/c) 

NIP. 19820616 200012 1 002 

 

Nama SOP : Pengelolaan Kearsipan 

 

 

Dasar Hukum  Kualifikasi Pelaksana 

1. Undang - Undang No 43 Tahun 2009 tentang kearsipan 

2. PP No 23 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU 43 / 2009 tentang kearsipan 

1. SLTA/Sederajat 
2. Memiliki pemahaman mengenai regulasi hukum kearsipan, seperti UU Kearsipan 
di Indonesia, dan mengetahui bagaimana peraturan ini diterapkan dalam 
manajemen arsip. 

Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan 

SOP Pengelolaan Kearsipan 1. Komputer/Laptop, ATK dan Buku Kerja 

Peringatan Pencatatan & Pendataan 

•  Jangan Mengabaikan Standar Pengelolaan Arsip 

•  Hindari Penanganan Arsip yang Ceroboh 

•  Jangan Abaikan Keamanan Arsip Digital 

•  Patuhi Kebijakan Retensi dan Pemusnahan Arsip 

•  Jangan Lupa Mencadangkan Data Digital Secara Berkala 

•  Pastikan Kepatuhan terhadap Regulasi dan Etika Kearsipan 

•  Jangan Menyimpan Dokumen Sembarangan 

•  Selalu Cek Kualitas dan Keamanan Arsip Secara Berkala 
-  

  Unit kerja pengelola wajib memberi paraf 

 

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU 
SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  

Nomor SOP 0008.3.3 / 014 / dishub/ 2024 

Tanggal Pembuatan 11 oktober 2019 

Tanggal Revisi    18 November 2024 

Tanggal Efektif  1 November 2024 

Disahkan oleh Kepala Dinas Perhubungan 
 

 

MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si 

Pembina Utama Muda (IV/c) 

NIP. 19820616 200012 1 002 

 

Nama SOP : Penyusunan Analisis Jabatan 

 

 

Dasar Hukum  Kualifikasi Pelaksana 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di 
Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 
Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan 

1. Pendidikan Minimal S-1 
2. Memiliki pemahaman mengenai regulasi hukum kearsipan, seperti UU Kearsipan 
di Indonesia, dan mengetahui bagaimana peraturan ini diterapkan dalam 
manajemen arsip. 

Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan 

SOP Pengelolaan Kearsipan 1. Komputer/Laptop, ATK dan Buku Kerja 

Peringatan Pencatatan & Pendataan 

Penyesuaian dengan Anjab dan regulasi Pemda dan Kementerian  
-  

  Unit kerja pengelola wajib memberi paraf 

 

 

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU 
SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 



 

 

 
 

  

Nomor SOP 0008.3.3 / 015 / dishub/ 2024 

Tanggal Pembuatan 11 Oktober 2024 

Tanggal Revisi    18 November 2024 

Tanggal Efektif   1 November 2024 

Disahkan oleh Kepala Dinas Perhubungan 
 

 

MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si 

Pembina Utama Muda (IV/c) 

NIP. 19820616 200012 1 002 

 

Nama SOP : Pengelolaan Barang / Aset 

 

 

Dasar Hukum  Kualifikasi Pelaksana 

1. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah. 

1. Memiliki SK Pengurus Barang 

Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan 

- SOP Pengelolaan Kearsipan 1. Komputer/Laptop, ATK dan BukuKerja/arsiparis 

2. Meja dan kursi petugaspelayanan 

3. Dokumen Perencanaan  

4. Format Pelaporan Dan Aplikasinya 

 

Peringatan Pencatatan & Pendataan 

•  Jangan Abaikan Inventarisasi Secara Berkala 

•  Hindari Penggunaan Aset Tanpa Izin 

•  Pastikan Aset Tercatat dan Teridentifikasi dengan Baik 

•  Jangan Biarkan Aset Tidak Terkelola atau Tidak Terawat 

•  Hindari Pembelian atau Pengadaan yang Tidak Sesuai Prosedur 

•  Jangan Lupa Mengamankan Aset Penting 

•  Patuhi Kebijakan Pemindahtanganan atau Pemusnahan Aset 

•  Selalu Perbarui dan Audit Data Aset Secara Berkala 

•  Jangan Mengabaikan Tanggung Jawab Pengelolaan Aset 
  •  Lakukan Pelaporan Kerusakan atau Kehilangan Aset Segera 

1. Nomor Surat  

2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan / Program di Dinas Perhubungan  

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU 
SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 



 

 

 

 
 

KET TAHAPAN KEGIATAN 



 

 
 

 
 

  

Nomor SOP  0008.3.3 /016 /dishub/2024 

Tanggal Pembuatan  11 Oktober 2019 

Tanggal Revisi     18 November 2024 

Tanggal Efektif    1 November 2024 

Disahkan oleh Kepala Dinas Perhubungan 
 

 

MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si 

Pembina Utama Muda (IV/c) 

NIP. 19820616 200012 1 002 

 

Nama SOP : Perawatan Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 

 

Dasar Hukum  Kualifikasi Pelaksana 

1. PP No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara - -  

Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan 

- SOP Pengelolaan Kearsipan 1. Komputer/Laptop, ATK dan BukuKerja 

Peringatan Pencatatan & Pendataan 

Dengan mematuhi peringatan ini, pengelola kendaraan dinas atau operasional dapat menjaga performa, 
keamanan, dan ketahanan kendaraan agar dapat terus digunakan dengan maksimal. 

1. Buku pemeliharaan  

 

 

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU 

SEKRETARIAT 
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

  

Nomor SOP 0008.3.3 / 016 /dishub/2024 

Tanggal Pembuatan 11 oktober 2019 

Tanggal Revisi    18 November 2024 

Tanggal Efektif   1 november 2024 

Disahkan oleh Kepala Dinas Perhubungan 
 
 

MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si 

Pembina Utama Muda (IV/c) 

NIP. 19820616 200012 1 002 

 

Nama SOP : Pengelolaan Pangkat dan Kenaikan Pangkat dan Golongan 

 

Dasar Hukum  Kualifikasi Pelaksana 

1. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

2. Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi 

3. Instruksi Presiden No 17 Tahun 2020 tentang  Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah 

- - Pendidikan Minimal D3 

Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan 

- SOP Pengelolaan Kearsipan 2. Komputer/Laptop, ATK dan BukuKerja 

Peringatan Pencatatan & Pendataan 

1. Harus di laksanakan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting bagi penyelenggaraan 
manajemen kinerja dilingkungan Kemendagri 

2. Harus dilaksanakan sebagai ukuran keberhasilan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan 
akuntabilitas di lingkungan Kemendagri 

1. Format Pelaporan dan Aplikasinya  

2. Komputer 

3. Printer 

         4.   Dokumen Perencanaan 

 

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU 
SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 



 

 

 



Nomor : 550-   112  /sop/DISHUB/2019

Tgl. Pembuatan : 18/04/2019

Tgl. Revisi :

Tgl. Efektif :

Disahkan Oleh :

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. 1. Memahami Peraturan Perundangan yang terkait;

2. Memahami sasaran dan capaian program;

2. 3. Mengetahui tugas, pokok dan fungsi, uraian tugas Inspektorat;

4.

3.

5. penjabarannya melalui Renstra SKPD.

4.

5.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penyusunan Renstra 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait dengan SAKIP;

2. SOP Penyusunan Renja 2. Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program;

3. SOP Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) 3. Alat Tulis Kantor;

4. SOP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan SOP Penyusunan Lakip 4. Komputer/Laptop, yang dilengkapi Printer dan program kerja

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

- 1. Kepala SKPD : Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan

2. Sekretaris SKPD : Lembar Disposisi; Paraf

3. Kasubbag Renkeu : Lembar Disposisi; Paraf

4. Setiap tahap terdokumentasi, baik dalam bentuk softcopy & hardcopy

Staf Kasubbag 

Renkeu

Kelengkapan Waktu Output

1 Intruksi 10 menit Disposisi Kadis

1 Intruksi 10 menit Disposisi Kadis

1 Disposisi Kadis 10 menit Data dari 

Sekretariat, Bidang 

dan UPT

2 Data Perjanjian 

Kinerja, Renstra, 

DPA

4 Hari Konsep Laporan 

Kinerja

3 Konsep Laporan 

Kinerja

3 Hari draf Konsep Laporan 

Kinerja

3 draf Konsep 

Laporan Kinerja

4 Jam draf Konsep Laporan 

Kinerja

4 draf Konsep 

Laporan Kinerja

50 menit draf hasil koreksi

draf hasil koreksi 15 menit Laporan Kinerja

5 Laporan Kinerja 10 menit Arsip Laporan 

Kinerja 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

Kepala Dinas,

AHMAD YANI, S.Sos, MM

NIP. 19641102 198903 1 006

DINAS PERHUBUNGAN
Nama SOP :

Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja

Ket.Sekretaris Kadis

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru; Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah 

Daerah secara keseluruhan danPeraturan Walikota Banjarbaru Nomor 03 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah (spip) di lingkungan

pemerintah kota banjarbaru
Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Perhubungan Kota Banjarbaru;
Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan 

Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Kelembagaan Unit Pelaksana 

Teknis Pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

Apabila Pengumpulan Data Kinerja tidak terselesaikan dengan baik dan benar 

maka kegiatan pelaporan akan terhambat.

No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku

Menugaskan Sekretaris untuk menyusun

Laporan Kinerja;

Sekretaris memfasilitasi rapat dengan seluruh

pejabat struktural dalam menyusun Laporan

kinerja;

Menugaskan Kasubbag Perencanaan dan

Keuangan untuk memfasilitasi pengumpulan

data semua pejabat pejabat struktural dan

menyusun konsep Laporan kinerja;

Mengumpulkan data dari semua pejabat

struktural dan pelaksana memverifikasi,

mengolah, mengonsep dan menugaskan staf

untuk mengetik konsep Laporan kineria;

Mengetik konsep dan menyerahkan konsep

Laporan kinerja kepada Kasubbag Perencanaan

dan Keuangan;

Mengoreksi draft Laporan kinerja dan

menyerahkan kepada Sekretaris;

Mengirim kepada pihak terkait dan

mengarsipkan.

Mengoreksi draft Laporan kinerja dan

menyerahkan kepada Kepala Dinas;

Menerima draft Laporan kinerja dan

menandatangani Laporan Kinerja;



 

 

 

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU 
 
 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENYUSUNAN DOKUMEN CASCADING 

 
 
 

 
DINAS PERHUBUNGAN 



 

 

 

 

 

    DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU 

Nomor SOP : 800/ 001/renkeu/Set-Dishub/III/2023 

Tanggal Pembuatan : 2023 

Tanggal Revisi :  

Tanggal Pengesahan :  

Disahkan Oleh 

 

Nama SOP Penyusunan Cascading 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

2. PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah; 

4. Peraturan Wali Kota Banjarbaru no 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja DINAS PERHUBUNGAN 
Kota Banjarbaru. 

A. Kompetensi 

1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program 
2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan 
3. Mengetahui penggunaan perangkat Komputer 

4. Memahami alur Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan 
Rencana Kerja 

  

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 

 1. Lembaran Kerja 
2. Ruangan rapat internal 
3. Komputer, Printer, LCD, HVS 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

1. Apabila Cascading yang disampaikan tidak selesai akan menghambat jadwal 
selanjutnya 

Rumusan rencana program dan kegiatan DINAS PERHUBUNGAN Kota 
Banjarbaru untuk periode satu tahun 



SOP CASCADING 
 

 

    

P 

 

ELAKSANA 
         

MUTU BAKU 

 

Ket 

No. 
Kasubbag 

Perencanaan 

dan Keuangan 

 

Staff 

  

Sekretaris 

  
Kepala 

Badan 

  
Kepala 

Bidang 

 
Kelengkapan 

Waktu 

(Menit) 

 

Output 

 

1. Memerintahkan staf untuk 

menyampaikan format permintaan data 

dan informasi kinerja kepada Kepala 

Badan 

              

           
Dokumen 10 format data 

 

2. Menyampaikan format permintaan data 

cascading dan informasi kinerja kepada 

masing-masing ke Kepala Bidang 

              

           Dokumen 10 format data  

3. Menyampaikan informasi  kinerja 

kepada Sekretaris dan Sekretaris 

memberi disposisi 

            format data yang 

berisikan informasi 

kinerja 

 

           Dokumen 30  

4. Meneruskan formasi kinerja masing- 

masing Kepala Bidang kepada Kepala 

Badan untuk mendapatkan persetujuan 

            
format data yang 

berisikan informasi 

kinerja 

 

           Dokumen 5  

              

5. Menghimpun data dan informasi kinerja 

dari masing Kepala Bidang yang telah 

disetujui dan menyampaikan-nya 

kepada  Kasubbag  Perencanaan  dan 

Keuangan 

            format data yang 

berisikan informasi 

kinerja dari 

masing-masing 

Kepala Badan 

 

           
Dokumen 60 

 

6. Menganalisa dan mengevaluasi data 

dan informasi kinerja yang telah 

terkumpul sebagai Pohon Kinerja 

              

           Dokumen 480 hasil Pohon Kinerja  

 



 

 

 

 

 

    DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU 

Nomor SOP : 800/ 002/renkeu/Set-Dishub/III/2023 

Tanggal Pembuatan : 2023 

Tanggal Revisi :  

Tanggal Pengesahan :  

Disahkan Oleh  

Nama SOP Penyusunan Crosscutting 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

2. PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah; 

4. Peraturan Wali Kota Banjarbaru no 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja DINAS PERHUBUNGAN 
Kota Banjarbaru. 

A. Kompetensi 

1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program 
2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan 

3. Mengetahui penggunaan perangkat Komputer 

4. Memahami alur Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan 
Rencana Kerja 

  

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 

 1. Lembaran Kerja 

2. Ruangan rapat internal 
3. Komputer, Printer, LCD, HVS 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

1. Apabila Crosscutting yang disampaikan tidak selesai akan menghambat jadwal 
selanjutnya 

Rumusan rencana program dan kegiatan DINAS PERHUBUNGAN Kota 
Banjarbaru untuk periode satu tahun 



SOP CROSSCUTTING 

 

      
P 
 
EL 
 

AKSANA 
         

MUTU BAKU 
 

No. Aktivitas 
Kasubbag 

Perencanaan 

dan Pelaporan 

  
Staff 

   
Sekretaris 

  
Kepala 

Badan 

  
Kepala 

Bidang 

  
Kelengkapan 

Waktu 

(Menit) 

 
Output 

Ket 

1. Memerintahkan staf untuk 

menyampaikan format permintaan data 

dan informasi kinerja kepada Kepala 

Bidang 

                 

              
Dokumen 10 format data 

 

2. Menyampaikan format permintaan data 

dan informasi kinerja kepada masing- 

masing Kepala Bidang 

                 

              Dokumen 10 format data  

3. Menyampaikan informasi  kinerja 

kepada Sekretaris dan Sekretaris 

memberi disposisi 

               format data yang 

berisikan informasi 

kinerja 

 

              Dokumen 30  

4. Meneruskan  formasi  kinerja  masing- 

masing Kepala Bidang kepada Kepala 

Badan untuk mendapatkan persetujuan 

               format data yang 

berisikan informasi 

kinerja 

 

              Dokumen 5  

5. Menghimpun data dan informasi kinerja 

dari masing Kepala Bidang yang telah 

disetujui dan menyampaikan-nya 

kepada  Kasubbag  Perencanaan  dan 

Pelaporan 

               format data yang 

berisikan informasi 

kinerja dari 

masing-masing 

Kepala Badan 

 

              
Dokumen 60 

 

6. Menganalisa dan mengevaluasi data 

dan informasi kinerja yang telah 

terkumpul sebagai bahan untuk 

merencanakan penganggaran yang 

terintegrasi 

               Rekap Kinerja data 

yang terkumpul 

sebagai bahan 

untuk mencapai 

sasaran strategis 

dalam IKU 

 

              Dokumen 480  



 

 

 

 
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU 

 
 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) DAN 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) 

 
 
 

 

DINAS PERHUBUNGAN 



 

 

 

 

 

    DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU 

Nomor SOP : 800/ 003/renkeu/Set-Dishub/III/2023 

Tanggal Pembuatan : 2022 

Tanggal Revisi :  

Tanggal Pengesahan :  

Disahkan Oleh 

 

Nama SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (RKA - DPA) 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar 
Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017; 

A. Kompetensi 
1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program 
2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan 

3. Mengetahui penggunaan perangkat Komputer 

4. Mengetahui aplikasi komputer penyusunan RKA dan DPA 

  

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 

 1. Lembaran Kerja 
2. Ruangan rapat internal 
3. Komputer, Printer, LCD, HVS 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

1. Apabila draft DPA yang disampaikan tidak sesuai dengan prioritas dan aturan 
SHBJ dan ASB maka draft DPA akan sering dikembalikan dan menghambat 
jadwal selanjutnya seperti pencermatan oleh TAPD 

1. Disimpan sebagai dokumen Program Badan dan DPA 

  



SOP : PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) 

 

PELAKSANA 
   

MUTU BUKU 
  

NO URAIAN PROSEDUR Kepala 
Badan 

Sekretaris 
Kasubag 
Program 

  
Pelaksana 

Kelengkapan 
dan Peralatan 

Waktu Output Keterangan 

1 2 3 4 5   6 7 8 9 10 

            

1. Menyiapkan dokumen rencana kerja anggaran (RKA) dan 

jadwal pencermatan dengan TAPD 

   
Mulai 

   Agenda kerja, 

RKA Jadwal 

pencermatan 

15 Menit Dokumen RKA 

Jadwal 

pencermatan 

- 

2. Mencermati dan mengikuti penyesuaian RKA bersama 

TAPD 

      Undangan 

pencermatan 

Dokumen RKA, 

ATK, Komputer 

4 Jam Dokumen RKA 

hasil 

pencermatan 

Pelaksanaan 

bisa 

berulang 

3. Melakukan penyesuaian RKA termasuk aliran kas setelah 

pencermatan bersama TAPD 

      Dokumen RKA, 

Komputer, ATK 

2 Hari Dokumen RKA 

Jadwal 

pencermatan 

- 

4. Melaksanakan Rapat internal atas penyesuainan yang 

terjadi dengan TAPD apakah dapat diterima atau perlu 

ditinjau ulang 

      Dokumen RKA, 

Ruang rapat, 

Makan, Minum, 

LCD, Komputer 

3 Jam Dokumen RKA  

5. Membuat Draft DPA dan diserahkan kepada kepala BPKAD 

untuk dinilai dan koreksi 

      Draft DPA, ATK, 

Komputer 

1 Hari Draft DPA - 

6. Menilai dan mengoreksi draft DPA. Jika sudah final akan 

ditandatangani dan jika belum maka akan dikembalikan 

untuk diperbaiki 

      Draft DPA 2 Jam Disposisi 

Dokumen DPA 

- 

7. Menerima DPA yang sudah ditanda tangani kemudian 

digandakan dan didistribusikan kepada masing-masing 

seksi untuk bahan bersama DPRD 

      Dokumen DPA, 

Fotocopy, 

penjilitan 

1 Hari Dokumen DPA - 



PELAKSANA 
 

MUTU BUKU 
  

NO URAIAN PROSEDUR Kepala 
Badan 

Sekretaris 
Ka subag 
Program 

Pelaksana 
Kelengkapan 
dan Peralatan 

Waktu Output Keterangan 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 
           

8. Mengikuti pembahasan dengan DPRD. Jika ada 

penyesuaian dari DPRD akan segera diperbaiki dan jika 

tidak maka langsung ditindak lanjuti untuk dilaksanakan 

     Jadwal 

pembahasan 

DPRD Dokumen 

DPA 

1 Hari Disposisi 

Dokumen DPA 

- 

9. Menugaskan penyusun program untuk perbaikan 

penyesuaian dari DPRD kemudian dibagikan dan disimpan 

sebagai arsip 

     Disposisi 

Dokumen DPA 

1 Hari Disposisi DPA Pelaksanaan 

bisa 

berulang 

10. Melakukan perbaikan, mendistribusikan dan menyimpan 

DPA sebagai arsip 

     DPA 3 Jam Arsip DPA - 

     SELESAI    

 

 



 

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU 
 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) 

 

 
DINAS PERHUBUNGAN 



 
 

 

 

 

    DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU 

Nomor SOP : 800/004/renkeu/Set -Dishub/III/2023 

Tanggal Pembuatan : 2023 

Tanggal Revisi :  

Tanggal Pengesahan :  

Disahkan Oleh 

 

Nama SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar 
Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 
2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun program dan kegiatan OPD 

  

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 

 1. Renstra 
2. Format penyusunan Renja 
3. Perangkat Komputer 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 
 1. Rumusan rencana program dan kegiatan untuk periode satu tahun 
  



SOP : PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) 

 

PELAKSANA 
  

MUTU BUKU 
  

NO URAIAN PROSEDUR Kepala 
Badan 

Sekretaris 
Kasubag 
Program 

  Staf/Jabatan 

Fungsional 
Umum 

Kelengkapan 
dan Peralatan 

Waktu Output Keterangan 

1 2 3 4 5   6 7 8 9 10 

            

1. Memerintahkan penyusunan Rencana Kerja (Renja)  
MULAI 

    Disposisi surat 10 Menit Disposisi 

surat 

- 

2. Membuat format pengumpulan data dan informasi 

Rencana Kerja tahunan dari masing-masing bidang dan 

sekretariat 

   

 

   Format 

penyusunan 

Dokumen Renja 

2 Jam Format 

penyusunan 

Dokumen 

Renja 

- 

3. Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi 

rencana kerja tahunan kepada masing-masing bidang 

dan sekretariat 

      Format 

penyusunan 

Dokumen Renja 

1 Jam Draft Renja - 

4. Mengundang Kaban dan Pejabat Esselon III untuk rapat 

pembahasan rencana kerja 

      Undangan rapat 30 Menit Undangan 

rapat 

- 

            

5. Melaksanakan Rapat pembahasan rencana kerja tahunan       Draft Renja 2 Jam Draft Renja SOP Rapat 

Internal 

            

6. Menghimpun format data dan informasi rencana kerja 

tahunan dari masing-masing bidang dan sekretariat 

      Draft Renja 3 Jam Draft Renja SOP 

Pengumpulan 

Data 

7. Menganalisis data dan informasi renja yang telah 

terkumpul 

      Draft Renja 4 Hari Draft Renja - 

            

8. Membuat Konsep rencana kerja (Renja) tahunan       Draft Renja 2 Hari Draft Renja - 



PELAKSANA 
 

MUTU BUKU 
  

NO URAIAN PROSEDUR Kepala 
Badan 

 

Sekretaris 

 
Kasubag 
Program 

Staf/Jabatan 
Fungsional 

Umum 

Kelengkapan 
dan Peralatan 

 

Waktu 

 

Output Keterangan 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 
           

9. Mengoreksi Konsep Dokumen rencana kerja (Renja) 

tahunan 

     Draft Renja 1 Hari Dokumen 

Renja 

- 

           

10. Menyampaikan Dokumen rencana kerja tahunan kepada 

Kadis untuk memintakan persetujuan 

     Dokumen Renja 1 Jam Dokumen 

Renja 

- 

11. Penandatanganan dokumen rencana kerja tahunan oleh 

Kaban kemudian diteruskan ke Kasubbag Program 

     Dokumen Renja 10 Menit Disposisi 

Persetujuan 

dokumen 

Renja 

- 

12 Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus 

penomoran surat, kemudian diserahakan ke staf untuk 

dikirimkan ke alamat yang dituju 

     Konsep surat 

pengantar 

15 Menit Surat 

pengantar 

- 

13. Mengantar surat, Menggandakan dan mengarsipkan 

Dokumen rencana kerja (Renja) tahunan 

     Dokumen Renja 1 Jam Dokumen 

Renja 

- 

     SELESAI   

 



 

 

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU 
 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 

 
 
 
 

 
DINAS PERHUBUNGAN 



 

 

 

 

 

 

    DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU 

Nomor SOP : 800/005/renkeu/Set -Dishub/III/2023 

Tanggal Pembuatan : 2023 

Tanggal Revisi :  

Tanggal Pengesahan :  

Disahkan Oleh 

 
Nama SOP Penyusunan Rencana Strategis 

(RENSTRA) 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar 
Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program 

2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan 
3. Mengetahui penggunaan perangkat Komputer 
4. Mengetahui aturan dan regulasi penyusunan Renstra 

  

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 

1. SOP Penyusunan Renja 1. Lembaran Kerja 

2. Ruangan rapat internal 
3. Komputer, Printer, LCD, ATK, 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 



1. Apabila draft RENSTRA yang disampaikan tidak sesuai dengan RPJP, RPJMD 
maka draft RENSTRA akan sering dikembalikan dan menghambat jadwal 
Finalisasi 

1. Disimpan sebagai dokumen RENSTRA 

  



 

 

SOP : PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 
 

 
 

 NO URAIAN PROSEDUR 
 

Kepala 

PELAKSANA 

Kasubag 

 
Staf/Jabatan 

 
Kelengkapan 

MUTU BUKU 
 

 Keterangan 

Badan 

1 2 3 

Sekretaris 

4 

Program 

5 

Fungsional 

Umum 

6 

dan Peralatan 

7 

Waktu 

8 

Output 

 
9 10 

1. Menyiapkan bahan, data yang terkait program kegiatan 

strategis serta RPJP, RPJMD dan RPJPD antara Pemerintah 

Provinsi dengan Badan 

2. Membuat konsep Renstra untuk lima tahunan yang 

didalamnya memuat: 

• Pendahuluan 

• Gambaran pelayanan SKPD 

• Isu strategis pembangunan 

• Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

• Arah kebijakan program dan kegiatan 

• Target terukur output kegiatan 

3. Menyampaikan konsep kepada Kasubag untuk diperiksa, 

dicermati dan dijadikan bahan rapat internal 

4. Melaksanakan Rapat koordinasi mencakup pembagian 

tugas, jadwal penyelesaian, jadwal pertemuan progres 

report 

 

5. Membuat Draft Renstra dan mengajukannya kepada 

sekretaris badan untuk dinilai dan diperiksa sebelum 

 

 
MULAI 

Agenda kerja 

Bahan, Data 

ATK 

Rancangan 

Renstra 

Komputer ATK 

 

 
 
 

 
 

 

Konsep Renstra 
 

 
Konsep Renstra, 

Ruang rapat, 

Makan, Minum, 

LCD, Komputer 

Konsep Renstra, 

Notulen, 

2 Hari 
 
 

 

14 Hari 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

2 Hari 
 

 
3 Jam 

 

 
 
 

 
14 Hari 

Rancangan 

Renstra 

 

Konsep 

Renstra 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Konsep 

Renstra 

Konsep 

Renstra 

Notulen 

 

Draft Renstra 



 

 
NO 

 

 
URAIAN PROSEDUR 

PELAKSANA MUTU BUKU  

 
Keterangan Kepala 

Badan 

 

Sekretaris 
Kasubag 
Program 

Staf/Jabatan 
Fungsional 

Umum 

Kelengkapan 
dan Peralatan 

 

Waktu 

 

Output 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 diajukan kepada Kepala Badan     Komputer, ATK    

6. Memeriksa Draft Renstra, Jika sudah baik diajukan ke 

Kepala Badan untuk diperiksa dan jika belum akan 

dikembalikan untuk diperbaiki 

    

 

    Draft Renstra 3 Jam Draft Renstra  

 
   

7. Memeriksa dan memberikan tanda tangan. Jika sudah 

baik diberikan tanda tangan menjadi Buku Renstra dan 

jika belum akan dikembalikan untuk diperbaiki 

      Draft Renstra 1 Jam Disposisi Draft 

Renstra 

- 

   

8. Menggandakan dan mendistribusikan Buku Renstra ke 

masing – masing bidang dan pihak luar secara terbatas 

dan diarsipkan 

    Disposisi Draft 

Renstra Foto 

copy, penjilidan 

3 Hari Dokumen 

Renstra 

Pelaksanaan 

nya terkait 

percetakan 

9. Menerima dan menyimpan Buku Renstra sebagai 

dokumen dan arsip 

   
 

SELESAI 

Buku Renstra 5 Menit Arsip - 

          

 



 

 

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU 
 
 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  

INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) 
 
 
 

 
DINAS PERHUBUNGAN 



 

 

 

 DINAS PERHUBUNGAN 

    KOTA BANJARBARU 

Nomor SOP : 800/ 002 /SET.DISHUB/2024 

Tanggal Pembuatan : JANUARI 2024 

Tanggal Revisi : JANUARI 2024 

Tanggal Pengesahan : JANUARI 2024 

Disahkan Oleh               KEPALA DINAS  

 
MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si 
         NIP. 19820616 200012 1 002 

Nama SOP Penyusunan Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

2. Undang undang nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan 

Pembangunan Nasional (lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 104 
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara, 
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan 
daerah 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

5. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil 

Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11 
7. Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 
 

1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (SAKIP). 

2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja 

OPD. 

 

 

 



Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 

1. SOP Perjanjian Kinerja 
2. SOP Perencanaan Keuangan 

1. Renstra OPD 
2. Format penyusunan SAKIP 

3. Dokumen Perjanjian Kinerja 

4. Data dan Informasi Capaian Kinerja OPD 

5. Laporan Realisasi Keuangan 
6. Perangkat Komputer 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan SAKIP ini tidak 
berjalan lancar. 

1. Indikator Kinerja, target, realisasi, dan presentase capaian kinerja 

  



SOP : PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) 
 

 

PELAKSANA MUTU BUKU 

NO URAIAN PROSEDUR 

 
1 2 

Kepala 
Badan 

3 

 
Sekretaris 

4 

Kasubag 
Program 

5 

Staf/Jabatan 
Fungsional 

Umum 

6 

Kelengkapan 
dan Peralatan 

7 

 
Waktu 

8 

 
Output 

9 

Keterangan 

10 

1. Memerintahkan penyusunan SAKIP 
 

 

2. Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja 

dari masing-masing bidang dan sekretariat 

 
MULAI 

Disposisi surat 
 

 

Format 

penyusunan 

SAKIP 

10 Menit 
 

 
2 Jam 

Disposisi - 

surat 

Format - 

penyusunan 

SAKIP 

3. Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi 

kinerja kepada masing-masing bidang dan sekretariat 

 

4. Menghimpun format data dan informasi kinerja dari 

masing-masing bidang dan sekretariat 

 

5. Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja 

yang telah terkumpul 

 
6. Membuat Dokumen SAKIP 

 

 

 
7. Mengoreksi Dokumen SAKIP 

 

 

8. Menyampaikan Dokumen SAKIP kepada Kaban untuk 

memintakan persetujuan 

Format 

penyusunan 

SAKIP 

Format 

penyusunan 

SAKIP 

Format 

penyusunan 

SAKIP 

Draft SAKIP 
 

 

 
Dokumen SAKIP 

 

 
Dokumen SAKIP 

1 Jam 
 

 

 
3 Jam 

 
 

 
4 Hari 

 
 

 
2 Hari 

 

 

 
1 Hari 

 

 
1 Jam 

Format 

penyusunan 

SAKIP 

Format 

penyusunan 

SAKIP 

Draft SAKIP 
 
 

 

Dokumen 

SAKIP 

 

Dokumen 

SAKIP 

Dokumen 

SAKIP 

- 
 

 

 
- 

 
 

 
SOP 

Perjanjian 

kinerja 

SOP 

Perjanjian 

kinerja 

- 
 

 

Konsep 

SAKIP 



 

 

 
NO 

 

 
URAIAN PROSEDUR 

PELAKSANA MUTU BUKU  

 
Keterangan Kepala 

Badan 
Sekretaris 

Kasubag 
Program 

Staf/Jabatan 
Fungsional 

Umum 

Kelengkapan 
dan Peralatan 

Waktu Output 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

    Dokumen SAKIP 10 Menit Disposisi 

persetujuan 

dokumen 

SAKIP 

Dokumen 

SAKIP 

  

10. Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus 

penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf untuk 

dikirimkan ke alamat yang dituju 

      Konsep surat 

pengantar 

15 Menit Surat 

pengantar 

- 
  

 
   

  

11. Mengantar surat, menggandakan dan mengarsipkan 

Dokumen SAKIP 

   
 

SELESAI 

Dokumen SAKIP 1 Jam Dokumen 

SAKIP 

- 

 

 

 
                   KEPALA DINAS  

 

 

 

MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si 
         NIP. 19820616 200012 1 002 

9. Penandatanganan dokumen SAKIP oleh Kadis kemudian 

diteruskan ke Kasubag Perencanaan dan Keuangan



 

 

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU 
 
 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN  
 
 
 

 
DINAS PERHUBUNGAN 



 

 

 

 DINAS PERHUBUNGAN 

    KOTA BANJARBARU 

Nomor SOP : 020 SET.DISHUB/2024 

Tanggal Pembuatan : 13 JANUARI 2024 

Tanggal Revisi : JANUARI 2024 

Tanggal Pengesahan : JANUARI 2024 

Disahkan Oleh               KEPALA DINAS  

 
MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si 
         NIP. 19820616 200012 1 002 

Nama SOP Penyusunan Laporan Tahunan 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1. Undang undang nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan Pembangunan 
Nasional (lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 104; 

2. PP nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan ,tatacara, penyusunan , pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara, penyusunan, 
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

klarifikasi, kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 
serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 
6. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil 

Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11 

8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan susunan perangkat daerah kota banjarbaru(lembaran Daerah Kota Banjarbaru 

Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan lembar Daerah kota Banjarbaru Nomor 37) 
9. Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (SAKIP). 

2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja 

OPD. 
3. D3/S1 

4. Menguasai Operasional Komputer 
5. Memiliki kemampuan Menyusun program , kegiatan dan anggaran 
6. Memahami peraturan perundang-undangan 



Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah; 

 

 

 

 

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 

 
1. SOP Administrasi Surat Masuk 
2. SOP Administrasi Surat Keluar 
3. SOP Perencanaan Keuangan 
4. SOP Pelaksanaan Rapat 

1. Dokumen Renja Dishub 

2. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan 

3. ATK 
4. Alat Pengolah Data/Komputer/Laptop 
5. Printer  

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

1. Laporan Tahunan sebagai dokumen pertanggung jawaban atas pelaksanaan 
program dan kegiatan Dishub. Apabila tidak dilaksanakan  dengan baik dan lancar 

untuk dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam memperoleh kesepakatan 
antara kepala SKPD dan kepala Daerah. 

1. Capaian kinerja, realisasi program dan kegiatan Dishub. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

KADISHUB KABAG TU KABID

KASUBAG 

PERENCANAAN 

DAN 

KEUANGAN

JFU Kelengkapan Waktu Output

1
memerintahkan penyusunan 

laporan tahunan
Disposisi surat 30 Menit

SOP alur 

surat masuk 

dan surat 

keluar

2

membuat format laporan tahunan 

dari sekretariat dan masing-

masing bidang

Format Rencana Umum 

Pengadaan
30 Menit

3

menyampaikan format 

pengumpulan data dan informasi 

laporan tahunan kepada masing-

masing bidang

Format Rencana Umum 

Pengadaan
30 Menit

4

menghimpun format data dan 

informasi kinerja dari masing-

masing bidang dan sekretariat

Format Rencana Umum 

Pengadaan
3 Hari

5

menganalisis dan mengevaluasi 

data dan informasi laporan 

tahunan yang telah terkumpul

Format Rencana Umum 

Pengadaan
2 Jam

6
membuat konsep laporan 

tahunan

Dokumen Rencana 

Umum Pengadaan
3 Jam

7
mengoreksi konsep dokumen 

laporan tahunan

Dokumen Rencana 

Umum Pengadaan
15 menit

8

menyampaikan dokumen 

laporan tahunan kepada Kadis 

yang telah diparaf oleh kasubag 

perencanaan dan kasubag TU 

untuk diminta persetujuan

Konsep surat pengantar 1 Jam

9
penandatanganan dokumen 

laporan tahunan oleh kadis

Dokumen Rencana 

Umum Pengadaan
10 Menit

Dokumen 

Rencana 

Umum 

Pengadaan

SOP alur  

surat keluar

10
pembuatan surat pengantar 

sekaligus penomoran surat

11

menggandakan dokumen dan 

mengantarnya ke BAPERIDA 

dan mengarsipkannya

No Uraian Prosedur

Pelaksana

Keterangan

mulai



 

 

 



 

 

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU 
 
 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)  
 
 
 

 
DINAS PERHUBUNGAN 



 

 

 

 DINAS PERHUBUNGAN 

    KOTA BANJARBARU 

Nomor SOP : 019 SET.DISHUB/2024 

Tanggal Pembuatan : 13 JANUARI 2024 

Tanggal Revisi : JANUARI 2024 

Tanggal Pengesahan : JANUARI 2024 

Disahkan Oleh               KEPALA DINAS  

 
MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si 
         NIP. 19820616 200012 1 002 

Nama SOP Penyusunan Rencana Umum Pengadaan 
(RUP) DISHUB 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1. Undang undang nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan Pembangunan 
Nasional (lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 104; 

2. PP nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan ,tatacara, penyusunan , pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara, penyusunan, 
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

klarifikasi, kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 
serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 
6. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil 

Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11 

8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan susunan perangkat daerah kota banjarbaru(lembaran Daerah Kota Banjarbaru 

Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan lembar Daerah kota Banjarbaru Nomor 37) 
9. Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (SAKIP). 

2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja 

OPD. 
3. D3/S1 

4. Menguasai Operasional Komputer 
5. Memiliki kemampuan Menyusun program , kegiatan dan anggaran 
6. Memahami peraturan perundang-undangan 



Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah; 

 

 

 

 

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 

 
1. SOP Administrasi Surat Masuk 
2. SOP Administrasi Surat Keluar 
3. SOP Perencanaan Keuangan 
4. SOP Pelaksanaan Rapat 

1. Dokumen RPJMD 

2. ATK 

3. Alat Pengolah Data/Komputer/Laptop 
4. Printer  

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

1. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyesuaian RUP ini tidak 
akan berjalan dengan baik dan lancer untuk dijadikan sebagai pedoman dan acuan 

dalam memperoleh kesepakatan antara kepala SKPD dan kepala Daerah. 

1. Indikator Kinerja, target, realisasi, dan presentase capaian kinerja 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

KADISHUB KABAG UMPEG KABID

KASUBAG 

PERENCANAAN 

DAN 

KEUANGAN

JFU Kelengkapan Waktu Output

1

Menerima surat dari dinas 

kominfo dan memberi arahan 

kepada kabag TU untuk 

membuat rencana umum 

pengadaan di lingkungan dishub

Disposisi surat 30 Menit
SOP alur 

surat masuk 

dan surat 

keluar

2

menerima, menindaklanjuti 

format RUP untuk kegiatan 

DISHUB

Format Rencana Umum 

Pengadaan
30 Menit

3 menyampaikan format RUP 

kepada Admin RUP

Format Rencana Umum 

Pengadaan
30 Menit

4 menghimpun dan mengisi format 

RUP untuk kegiatan DISHUB

Format Rencana Umum 

Pengadaan
3 Hari

5
Membuat rekap usulan RUP 

DISHUB

Format Rencana Umum 

Pengadaan
2 Jam

6
memeriksa konsep dokumen 

RUP

Dokumen Rencana 

Umum Pengadaan
3 Jam

7

mencetak dokumen RUP 

selanjutnya diparaf terlebih 

dahulu oleh Kasubag 

Perencanaan dan Keuangan dan 

Kasubag UMPEG untuk 

ditandatangani oleh KADIS 

selaku pengguna Anggaran

Dokumen Rencana 

Umum Pengadaan
15 menit

8

menggandakan dokumen RUP 

yang telah di tandatangani 

KADISHUB

Konsep surat pengantar 1 Jam

9

menggandakanan dokumen 

RUP dan membuat surat 

pengantar pengiriman sekaligus 

penomoran surat dan 

menyampaikan kepada SEKDA 

Cq Bagian ULP dan kepala 

Dinas Kominfo serta untuk 

mengarsipkan

Dokumen Rencana 

Umum Pengadaan
10 Menit

Dokumen 

Rencana 

Umum 

Pengadaan

SOP alur  

surat keluar

Keterangan

Pelaksana

No Uraian Prosedur

selesai




















































































